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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Bappeda Kabupaten Sintang untuk 

tahun 2020 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.  

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Pembantu Bappeda Kabupaten 

Sintang dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas. 

Laporan PPID Pembantu ini diharapkan menjadi evaluasi untuk peningkatan 

pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi Bappeda Kab. Sintang pada tahun-

tahun selanjutnya, sehingga dapat lebih meningkatkan keterbukaan informasi 

mengenai data dan dokumen perencaaan. 

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita dalam 

meningkatkan keterbukaan informasi perencanaan pembangunan untuk 

mewujudkan Kabupaten Sintang yang lebih baik. 

  
 
 

 
 Sintang,               Maret 2020 
 KEPALA BAPPEDA KAB. SINTANG 
 
 
           
 
  KARTIYUS, SH, M.Si 
 Pembina Utama Muda 
  NIP. 19680826 199303 1 004 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

Salah satu hak yang dimiliki masyarakat sesuai konstitusi UUD 1945 

adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik. Keterbukaan 

informasi publik (public access to information) di dalam sistem negara selalu 

terkait dengan pemerintahan yang terbuka (open government) dan tata 

pemerintahan yang baik (good governance). 

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola 

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui 

penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-

undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat 

Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara 

luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang. 

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi 

publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten 

Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah 

Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-

DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 
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Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Sintang. 

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki Visi Pembangunan yaitu 

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan 

Sejahtera Didukung dengan Perapan Tata Kelola yang Baik dan Bersih. 

Keterbukaan informasi menjadi bagian dari pelaksanaan tata kelola yang baik 

(good governance). Dalam mewujudkan keterbukaan informasi tersebut maka 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang berupaya 

menyediakan informasi yang diumumkan secara berkala, informasi serta merta, 

informasi yang tersedia setiap saat serta informasi yang diminta masyarakat tetapi 

bukan informasi yang dikecualikan. Selain itu Bappeda Kabuapten Sintang juga 

berupaya menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat 

dan tepat waktu. 

 

1.1. Regulasi 
 

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam 

pelayanan PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Daftar Regulasi 

No Undang-Undang/Peraturan Tahun Tentang 

1 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 5 

2006 Sistem Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional 

2 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 14 

2008 Keterbukaan Informasi 
Publik 

3 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 25 

2009 Pelayanan Publik 

4 Peraturan Gubernur Kalimanatan 
Barat Nomor 22 

2016 Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi 
Publik dan 
Dokumentasi di 
Lingkungan 
Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat 
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5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 
8 

2020 Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi 
Pemerintah 

Kabupaten Sintang 

6 Surat Keputusan Bupati Sintang 
Nomor 
478/162/KEPDISKOMINFO/ 

2020 

2020 Pembentukan Pejabat 
Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi 
Utama dan 
Pembantu Pada  
Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten 
Sintang 

7 Surat Keputusan Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor : 188.45/33/Set-
Bappeda/2020 

2020 Penetapan Pejabat 
Pengelola Informasi 
dan Dokumentrasi 
(PPID) Pembantu pada 
Bappeda Kabupaten 
Sintang 

 

1.2.  Arah Prioritas Pelaksanaan PPID Pembantu 

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID 

Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang pada tahun 2020 antara lain : 

a. Pembentukan pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Bappeda 

Kabupaten Sintang; 

b. Melakukan update informasi publik melalui Website;  

c. Melakukan update informasi public Media Sosial;  

d. Melakukan update Sistem Informasi Geografi (Geoportal) 

e. Melakukan perubahan penggunaan e-planning (SIMRAL – SIPD) 

Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang 

pelayanan informasi dan dokumentasi pada bidang perencanaan tahun 2020, 

adalah sebagai berikut : 

a. Membuat Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Nomor 

000 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

di lingkungan Bappeda Kabupaten Sintang. 
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b. Melakukan rapat koordinasi antar bidang dalam rangka memberikan 

informasi dan dokumnetasi bidang perencanaan. 

c. Penyusunan ulang media informasi resmi bappeda.go.id  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN  

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
 

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

Pelayanan informasi PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang 

dilaksanakan di Sekretariat Bappeda Kabupaten sintang yang beralamat di 

Jalan M Saad Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang. 

Terdapat hanya satu orang staf khusus yang akan membantu 

masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun 

soft copy. Petugas juga membantu mengarahkan masyarakat dengan 

memberikan informasi yang dapat diakses melalui media online. 

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada 

sekretariat, disajikan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Pembantu Bappeda Kab. Sintang 

No Jenis Saparas Ketersedian 

1 Sarana Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi Publik 

- Meja kerja 
- 1 unit PC 

2 Sarana Operasional PPID 
Pembantu 

- Meja kerja 
- 1 unit Laptop 
- 1 unit Printer 
- jaringan internet 
- email 

3 Sarana Sosialisasi dan 
Dokumentasi Elektronik 

- bappeda.sintang.go.id 
- sintangkab.ina-sdi.or.id 
- facebook Bappeda Kab. 

Sintang 
- istagram Bappeda Kab. 

Sintang 
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Gambar 1. Operasional PPID Pembantu 

 

 

2.2. Sumber Daya Manusia 

Struktur PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Nomor 

000/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu Pada Bappeda Kabupaten Sintang. Adapun struktur 

organisasi dari personil PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2. Struktur PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang 
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Sumber daya manusia pada PPID Pembantu Bappeda  Kabupaten Sintang 

beranggotakan Pejabat Struktural, staf dan honorer dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Tabel 3. Personil PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang 

No Nama Jabatan Posisi pada PPID 

1 Kartiyus, SH, M.Si Kepala Atasan PPID Pembantu 

2 Deddy Irawan, S.Hut, 
MT 

Sekretaris PPID Pembantu 

3 Kusmara Amijaya, S.Sos, 
M.Si 

Kabid Penelitian, 
Pengembangan 

dan Pengendalian 

Sekretaris 

4 H. Widian Sukri, SE, 
M.Si 

Kabid Ekonomi Koordinator Bidang 
Pengolahan Data dan 
Klasifikasi Informasi 

5 Yuspiandi, S.Sos, M.Si Kabid Sosial 
Budaya 

Koordinator Bidang 
Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi 

6 H.H. Purwanto, ST, M.Si Kabid Fisik dan 
Prasarana 

Koordinator Bidang 
Fasilitasi Sengketa 

Informasi 

 

2.3. Besaran Anggaran 

Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang mendukung 

PPID Pembantun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Sintang pada tahun 2020 yang semulanya akan direncanakan akan 

dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020 tidak 

dapat dianggarkan atau dibiayai karena APBD Kabupaten Sintang Tahun 2020 

mengalami refocusing anggaran untuk menangani Pandemic Covid-19. 

Dengan keterbatasan anggaran yang ada pelaksanaan kegiatan yang 

mendukung PPID Pembantu hanya dapat dilaksanakan pada updating 

kegiatan-kegiatan perencanaan dan dokumen perencanaan tanpa bisa 

melakukan updating terhadap sistem informasi dan pengadaan sarana dan 

prasarana penunjang dalam pelayanan informasi yang diberikan. 
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BAB III 
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
 

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu 

Bappeda Kabupaten Sintang dikumpukan dari setiap bidang yanfg ada di Bappeda 

untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh layanan informasi khusus di bidang perencanaan 

pembangunan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangangi bidang 

perencanaan Bappeda Kabupaten Sintamg memiliki kewajiban untuk membuat dan 

mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan 

setiap saat khusus di bidang perencanaan pembangunan.  

Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan 

oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website Bappeda 

Kabupaten Sintang (bappeda.sintang.go.id).  

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah di website dan tersedia 

pada PPID Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) Yang Terunggah dan 

Tersedia 

No Bidang Berkala 
Serta 

Merta 
Setiap 

Saat 
Jumlah 

1 Penelitian, 
Pengembangan dan 
Pengendalian 

6 - - 6 

2 Ekonomi 3 - - 3 

3 Sosial dan Budaya 4 - - 4 

4 Fisik dan Prasarana 4 - - 4 

 

3.1. Jumlah Permohonan Informasi Pulik 

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu 

Bappeda Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu 

pelayanan yang dilakukan secara langsung (surat fisik) dan tidak langsung 

http://bappeda.sintang.go.id/
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(media online). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh 

masyarakat luas melalui internet dan email.  

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari 

masyarakat, kepada PPID Pembantu Bappeda Kabupaten Sintang : 

Tabel 5. Jumlah Permohonan Informasi Publik 

No Bidang Jumlah 

1 Langsung (surat fisik) 7 

2 Tak Langsung (media online) 1 

 

Gambar 3.  Grafik Presentase Jenis Permohonan Informasi Publik 

 

 

3.2. Waktu Layanan dan Pemenuhan Permohonan 

Bappeda Kabupaten Sintang dalam melayani permohonan informasi 

publik dilakukan selama jam kerja selama 5 hari dalam seminggu. Lamanya 

waktu pemenuhan permohonan tersebut masih tergantung akan kebutuhan 

informasi yang diperlukan oleh masyarakat, apabila data yang diperlukan 

cukup banyak maka akan memakan waktu paling lambat seminggu dari mulai 

waktu surat permohonan masuk ke Sekretariat Bappeda Kabupaten Sintang 

(PPID Pembantu). 

 

  

Langsung 
87% 

Tak Langsung 
13% 

Langsung Tak Langsung



Laporan PPID Pembantu Bappeda Tahun 2020 10 

 

BAB IV 
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

 
 

 

Sepanjang tahun 2020, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau 

sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Bappeda Kabupaten Sintang.  
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BAB V 
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 
 

 

5.1. Kendala Internal 

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi PPID Pembantu 

Bappeda Kabupaten Sintang selama pelaksanaan pelayanan informasi public 

pada tahun 2020, antara lain: 

a. Sangat kurangnya ketersediaan dana guna mendukung pelaksanaan 

kegiatan pelayan publik, hal ini disebabkan karena pelayanan informasi 

publik belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan perencanaa 

pembangunan. 

b. Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu dalam penyajian data 

dan informasi berbasis online. 

 

5.2. Kendala External 

Masalah eksternal yang dihadapi PPPID Pembantu Bappeda 

Kabupaten Sintang adalah belum banyak masyarakat yang mengetahui 

penyediaan data dan informasi secara online sehingga masih banyak 

masyarakat yang mengajukan permohonan informasi secara manual atau 

mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor Bappeda 

Kabupaten Sintang. 
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BAB VI 
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

 
 

 

Berdasarakan permasalahan yang dihadapi oleh PPID Pembantu Bappeda 

Kabupaten Sintang dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perlunya kesepakatan pimpinan untuk menetapkan pelayanan informasi public 

merupakan prioritas dalam melakukan pelayanan public khususnya di bidang 

perencanaan pembangunan. 

2. Dengan menjadikan pelayanan informasi public prioritas dalam pelayanan 

public maka akan berdampak terhadap peningkatan alokasi anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan pelayanan public tersebut. 

3. Perlunya pelatihan dan bimtek dalam peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia yang menangani pelayanan informasi public. 

4. Sosialisasi ketersedian informasi public khususnya bidang perencanaan 

pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat 

dapat secara cepat mengakses informasi yang diperlukan. 
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LAMPIRAN I. PENYEDIAAN INFORMASI SECARA ONLINE 

 

 

1. WEB BAPPEDA KABUPATEN SINTANG 

 

 

 

2. GEOPORTAL KABUPATEN SINTANG 
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3. FACEBOOK BAPPEDA KABUPATEN SINTANG 

 

 

4. INSTAGRAM BAPPEDA KABUPATEN SINTANG 

 




























